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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur bedah 

mayat forensik, tidak mengandung standarisasi prosedur bedah mayat secara hukum. 

Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kekurangan urgensi dalam pembuktian 

hukum pidana, terutama dalam menentukan penyebab kematian. Selain itu, 

ketidakjelasan mengenai kriteria ahli forensik dapat menyebabkan proses bedah mayat 

dilakukan tanpa panduan yang jelas, mengancam validitas hasilnya sebagai bukti 

hukum yang sah. Dalam konteks hukum acara pidana, seperti yang diatur dalam 

KUHAP Pasal 184 , keterangan ahli merupakan bagian penting dari alat bukti yang 

sah. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas prosedur bedah mayat forensik agar 

tidak menimbulkan kebingungan dan keraguan dalam persidangan, di mana hasil 

bedah mayat hanya dianggap sebagai formalitas tanpa pemahaman yang memadai oleh 

hakim yang memutuskan perkara. 

Dalam hal ini, pembentukan standar yang jelas dan rinci mengenai prosedur 

bedah mayat forensik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses tersebut 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah dan hukum yang ketat. Standarisasi ini 

tidak hanya akan meningkatkan kualitas dan konsistensi hasil bedah mayat, tetapi juga 

memberikan jaminan bahwa setiap temuan dapat diandalkan sebagai bukti yang kuat 

di pengadilan. 
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5.2 Saran 

 
1. Mendesak terbitnya ketentuan lainnya yang melengkapi sekaligus menguatkan 

posisi hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang  Kesehatan untuk 

menyertakan standarisasi prosedur bedah mayat forensik yang jelas dan 

komprehensif. 

2. Harus ada ketentuan standarisasi yang mencakup aspek-aspek seperti memperjelas 

kualifikasi dan keahlian ahli forensik yang berwenang melakukan             bedah mayat. 

Selain itu, diperlukan pedoman alur kerja dan metode bedah mayat yang 

terstandar agar dokumentasi  dan pelaporan hasil bedah mayat dapat secara 

sistematis sekaligus diperlukan mekanisme kontrol kualitas dan audit untuk 

memastikan validitas dan reliabilitas hasil bedah mayat forensik. 
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